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ABSTRACT    

The provisions in Article 87 paragraph (1) UUPPLH in principly regulate 

the compensation that must be carried out by the person in charge of the business 

and/or activity that pollutes and/or damages the environment causing harm to 

other people or the environment to perform certain actions. If seen in the 

explanation of Article 87 paragraph (1) UUPPLH, the provision turns out to be 

the embodiment of the "polluter pays principle" which actually only focuses on 

environmental recovery, not compensation for victims of environmental damage. 

Based on these problems, the formulation of the research problem is (1) the 

essence of the Polluter Pays Principle as an Effort to Prevent Environmental 

Pollution in Indonesia, (2) the Concept of Environmental Pollution Prevention in 

Indonesia Based on the Prevention Pollutter Pays Principle. 

This research is juridical-normative with a statutory and conceptual 

approach as well as a philosophical approach. The sources of legal materials 

used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal 

materials. Legal materials were collected using the literature study method and 

analyzed deductively. 

The principle of polluters paying no maximum is used as an effort to 

prevent environmental pollution in Indonesia. This is because the sanctions 

imposed on polluters pay only “pay compensation and environmental restoration 

costs” so they cannot guarantee the loss of pollution that has occurred or will 

occur. While the concept of prevention of pollution can prevent and eliminate the 

occurrence of environmental pollution. This principle focuses on prevention 

(preventive) so as not to wait for pollution to occur and then take action. This is 

certainly fairer for the environment as an object that must be protected at all 

times, even before pollution occurs. This principle is in accordance with John 

Rawls' theory of justice, fair justice has relevance to the nature of the right to 

development. "The relevance is not only in the field of development of economic, 

social and cultural rights, but also the development of civil and political fields as 

well as healthy environmental rights and Van Apeldoorn's theory of legal 

certainty, namely that the law must be regulated in a concrete manner in addition 

to being a clear guideline, also to prevent arbitrary acts. 

 

Keywords: Pollution Pays Principle, Environmental Law, Pollution Prevention 

Principle. 
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RINGKASAN  

 

Penyelesaian secara litigasi sebagaimana salah satunya diatur dalam 

Pasal 87 ayat (1) UUPPLH yang mengatur bahwa subjek hukum yang 

merusak lingkungan harus bertanggung jawab terhadap lingkungan yang 

dirusak yang dilakukan dengan melakukan ganti rugi. Sekilas instrumen 

terkait lingkungan terlihat sudah lengkap dan jelas, namun sejatinya masih 

terdapat beberapa masalah secara yuridis. Salah satu masalah hukum tersebut 

adalah terkait sanksi “pencemar membayar” sebagaimana diatur dalam Pasal 

87 ayat (1) UUPPLH tersebut. Ketentuan dalam Pasal 87 ayat (1) UUPPLH 

pada prinsipnya mengatur ganti rugi yang harus dilakukan oleh penanggung 

jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum 

berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan 

kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi 

dan/atau melakukan tindakan tertentu. Jika dilihat dalam penjelasan Pasal 87 

ayat (1) UUPPLH ketentuan tersebut ternyata adalah perwujudan dari “asas 

pencemar membayar” yang sebenarnya hanya menfokuskan pada pemulihan 

lingkungan, bukan ganti rugi terhadap korban kerusakan lingkungan.  

Asas pencemar membayar (polluter pays principle) termasuk dalam 

asas-asas lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 2 UUPPLH yang 

dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 Huruf j UUPPLH sebagai berikut “Yang 

dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap 

penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya 

pemulihan lingkungan”. Pada penjelasan Pasal 2 Huruf j UUPPLH tersebut 

jelas bahwa fokus asas pencemar membayar lebih menekankan terhadap 

pemulihan lingkungan, dan tidak mencakup ganti kerugian terhadap orang 

yang menjadi korban dari kerusakan lingkungan tersebut. 

Pengabaian terhadap eksistensi orang sebagai korban dalam kerusakan 

tersebut adalah masalah hukum yang sebenarnya harus mendapatkan 

perlindungan. Apalagi manusia sebagai subjek hukum harus mendapatkan 

perlindungan hukum. Artinya kendati dalam Pasal 87 ayat (1) UUPPLH 

secara eksplisit mengatur tentang “menimbulkan kerugian pada orang lain 

atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi”, namun dalam 

penjelasannya secara tegas menyebutkan bahwa “Ketentuan dalam ayat ini 

merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang 

disebut asas pencemar membayar” yang hanya berfokus kepada pemulihan 

lingkungan saja.  
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Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Teori Tujuan Hukum : Teori Keadilan, Teori Kemanfaatan, dan Teori 

Kepastian Hukum. 

b. Teori Tanggung Jawab. 

c. Teori Perlindungan Hukum. 

Sedangkan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

konsep-konsep sebagai berikut: 

a. Konsep Pencemaran. 

b. Konsep Lingkungan Hidup. 

c. Konsep Pencemar Membayar. 

d. Konsep Pencegahan Pencemaran. 

Berdasarkan hasil pembahasan atas isu hukum dengan menggunakan 

teori tersebut, maka disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hakekat prinsip pencemar membayar merupakan pencegahan pencemaran 

lingkungan hidup dan ganti rugi yang harus dibayarkan oleh yang 

menyebabkan pencemaran lingkungan. Prinsip pencemar membayar tidak 

maksimal dijadikan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan 

hidup di Indonesia. Hal ini karena sanksi yang diberikan dalam pencemar 

membayar hanya “membayar ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan” 

sehingga tidak dapat menjamin hilangnya pencemaran yang terjadi atau 

yang akan terjadi. Prinsip tersebut tidak sesuai dengan hakekat perijinan 

lingkungan yang sebenarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya 

pencemaran sehingga prinsip tersebut mempunyai kelemahan termasuk 

dalam pengaturan ganti rugi. 

2. Konsep pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Indonesia 

berdasarkan prevention polluter pays principles lebih tepat untuk 

mencegah pencemaran lingkungan hidup daripada prinsip pencemar 

membayar. Hal ini karena prinsip pencegahan pencemaran dapat 

mencegah dan menghilangkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup. 

Prinsip ini berfokus pada pencegahan (preventif) sehingga tidak menunggu 

pencemaran terjadi baru kemudian mengambil tindakan. Hal ini tentu lebih 

adil bagi lingkungan sebagai objek yang harus dilindungi setiap saat, 

bahkan sebelum pencemaran terjadi. Prinsip ini mungkin memakan biaya 

yang lebih mahal karena upaya yang dilakukan lebih besar namun hal 

tersebut akan memberikan kemanfaatan yang besar di belakang karena 

lingkungan yang menjadi pertaruhan. Apalagi prinsip pencemar membayar 

di berbagai negara sudah ditinggalkan, Indonesia juga seharusnya 

meninggalkan hal tersebut karena tidak efektif dan efisien dalam menjaga 

lingkungan. 
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Saran sebagai rekomendasi adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah diharapkan meninggalkan prinsip pencemar membayar dan beralih 

ke prinsip pencegahan pencemaran karena lebih menjamin pelestarian 

lingkungan hidup. 

2. Pemerintah diharapkan memasukkan prinsip pencegahan pencemaran kedalam 

undang-undang lingkungan hidup untuk dijadikan formulasi baru dalam 

menjaga dan merawat lingkungan hidup supaya terdapat kepastian hukum, 

lebih menjamin keadilan, dan memberikan kemanfaatan.  
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